
 

 71  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Rozali. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas dan IsuFederalisme 

 SebagaiSuatuAlternatifDengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

 Langsung. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Adisasmita, Rahardjo. (2006). Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan. 

 Yogyakarta: Graha Ilmu. 

______(2011). Manajemen pemerintah daerah. Yogyakarta: Graha  Ilmu 

______(2013). Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, 

 Tipologi,Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha 

 Ilmu. 

Aikunto, Suharsimi.(2009). Manajemen Penelitian. Jakarta:Bumi Aksara 

Amin, Muhammad, Cakrawijaya dkk. “Evaluasi Program Pembangunan 

 Infrastruktur  Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten 

 Sleman” dalam Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota Vol. 25, 

 No. 2 Agustus 2014 ISSN 0853-9847.  

Arikunto, Suharsimi.(2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

 Praktik. Jakarta: Reneka  Cipta. 

Asnudin, Andi. “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan

 Masyarakat  Setempat” dalam Jurnal SMARTek, Vol. 7, No. 4, 

 Nopember 2009: 292 – 300. 

Daldjoeni, N. (2003). Geografi Kota Dan Desa. Bandung: Alumni. 

Isbandi, Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipasi Basis Aset Komunitas 

 Dari  Pemikiran Menuju Penerapan. Depok : Fisip.IU Press. 



72 

 

 

Johan, Solemi.(2015). “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

 Pembangunan Fisik di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu 

 Kabupaten Malinau” dalam “ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 

 Nomor 2, 2015. 

Kartikawanto,Iwan. 2013. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di 

 Kelurahan Dan Desa  jurnal ilmiah administrasi publik Vol. 14, No. 1 

 juni 2013 

Kessa, Wahyudin. 2015. “Perencanaan pembangunan Desa”. Jakarta : 

 Kemantrian Desa  Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 

 Republik Indonesia. 

Labola, Muhadam. (2006). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: 

 RajaGrafindo  Persada. 

Manan, Bagir.(2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.Yogyakarta:Pusat 

 Studi  Hukum Fakultas Hukum 

Mardijani, Prastiwi. 2010. Partisipasi  Masyarakat  TerhadapPeningkatan  

 Pembangunan  Desa. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 1, April 2010 . 

Maryam, Dewi. 2015. Perencanaan Partisipatif  Dalam Pemberdayaan 

 Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

 Pembangunan  (Musrenbang) Di Desa Kebumen Kecamatan 

 Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Jurnal Ilmu Dakwah dan 

 Pengembangan komunitas Vol. X, No.1 januari 2015 

Nurcholis, Hanif. (2011). PertumbuhandanPenyelenggaraanPemerintahan

 Desa. Jakarta:  Erlangga. 

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 

Rakhmat .(2013). Dimensi Dimensi Manejemen Pembangunan. Yogyakarta :  

 Graha Ilmu. 



73 

 

 

Rizal, Adreeyan. 2014. Study Tentang Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

 Pembangunan Di  Kelurahan Sambutan Kecamatan Kota 

 Samarinda. Ejurnal andimistrasi negara.  2014.2 (2). 1938-195i ISSN 

 0000-0000. Ejurnal.in.fisip.unmul.org Vol.2 No.4 tahun 2014. 

Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. 

Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2013). Dampak Otonomi Daerah Di 

 Indonesia,  Merangkai  Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. 

 Jakarta:Pustaka Obor  Indonesia. 

Soemantri, Bambang Trisantono.(2011). Pedoman Penyelenggaraan 

 Pemerintahan Desa.  Bandung: Fokus Media. 

Sugiono()2009). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

 Kualitatif  dan R&D).  Bandung: CV ALFABETA. 

Syaiful,Arif.( 2006). Perencanaan Pembangunan Partisipatif . Jakarta: Raja 

 Grafindo Persada 

 

Undang-undang Dasar  RI tahun 1945 

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa 

UU No 23 tahun 2014 tentang   

Wasistiono dan Tahir. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. 

 Fokus  Media. 

Widjaja, HAW. (2003). OtonomiDesaMerupakanOtonomi Yang Asli, Bulat

 Dan Utuh. Jakarta: PT raja GrafindoPersada. 

Wrihatnolo, dkk. 2006. Manejemen pembangunan Indonesia, sebuah pengantar 

 dan  panduan. Jakarta : PT Alex Media Kamputindo. 



74 

 

 

Zaini Mustakim, Mochammad.2015. Kepemimpinan Desa. Jakarta :  Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik Indonesia 

 

 

 


